
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Ti_mur (Berita Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) ; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diu bah beberapa kali, terakh ir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.Peraturan ... 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 
2036); 

8. Petaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 
Nomor 412); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2018 Nomor 1539); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 8arang/Jasa 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2018 Nomor 1543); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 8UPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah 8upati Bondowoso. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
6. Kelompok. .. 
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6. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok 
untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah 
sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. 

BABII 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal2 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu 
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas 
perangkat daerah. 

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu jenis perangkat daerah yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi 

perangkat daerah; 
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil 

negara pada perangkat daerah; 
e. pelayanan administratif dan pembinaan usaha milik 

Daerah serta Badan Layanan Umum; 
f. penyusunan dan perumusan laporan kinetja secara 

periodik kepada Bupati; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal3 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah, membawahi: 

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 
3. Asisten Administrasi Umum. 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahi: 
1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri atas: 

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 
b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 

Kecamatan; 
c) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan. 

2. Bagian Hukum, terdiri atas: 
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Sosialisasi 

dan Ketjasama. 
3.Bagian ... 






























































